
BUPATI TAPIN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 
NOMOR 18 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN,  
Menimbang : a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di 

luar negeri merupakan salah satu program 
Pemerintah dalam rangka mengurangi 
pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan 
kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya 
dan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia; 

 b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah 
Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal 
perekrutan, penyiapan kualitas Calon Tenaga 
Kerja Indonesia, penyelesaian kasus dan 
pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna; 

 c. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di 
luar negeri memerlukan mekanisme yang jelas 
dan tidak berbelit-belit serta lebih memberikan 
perlindungan kepada Calon Tenaga Kerja 
Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,  
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang    
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4445); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pengesahan International Convention On The 
Protection Of The Rights Of All Migrant Workers 
And Members Of Their Families (Konvensi 
Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5314); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 
tentang Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 
tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 
Calon Tenaga Kerja Indonesia; 

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga 
Kerja Indonesia; 

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER-14/Men/X/2010 
tentang Pelaksanaan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tapin; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapin; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

dan 
 

BUPATI TAPIN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN 
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Menteri adalah Menteri yang bertangungjawab dibidang 
ketenagakerjaan. 

5. Bupati adalah Bupati Tapin. 

6. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan. 

7. Dinas Kabupaten adalah instansi yang bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin. 

8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI 
adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari 
Kabupaten Tapin yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja 
yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi yang 
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten 
Tapin. 

9. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah 
setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten 
Tapin yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 
hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima 
upah. 

10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang 
selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan 
untuk mempertemukan TKI yang berasal dari Kabupaten Tapin 
dengan pemberi kerja di luar negeri sesuai bakat, minat dan 
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kemampuannya yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, 
pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, 
persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan 
pemulangan dari negara tujuan. 

11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang 
selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah 
memperoleh ijin tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan 
penempatan TKI di luar negeri. 

12. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau 
Mitra Usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh 
Perwakilan RI di negara penempatan. 

13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga 
Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana 
kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004. 

14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin 
yang diberikan Kepala BNP2TKI kepada PPTKIS untuk merekrut 
Calon TKI dari daerah tertentu. 

15. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit 
Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan 
penempatan dan perlindungan TKI di daerah. 

16. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat 
PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan akhir 
pemberangkatan kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja 
ke luar negeri. 

17. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 
KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi 
persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 

18. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis 
antara PPTKIS dengan Pengguna atau Mitra Usaha yang memuat 
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

19. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS 
dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan. 

20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan 
Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. 

 

 


